
BAB III

DESKRIPSI KPU KOTA PADANG

3.1Sejarah Berdiri KPU Kota Padang

Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada

1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu

sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno,

membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan

mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan

Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Panitia Pemilihan Indonesia Setelah revolusi kemerdekaan pada 7

November 1953, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden No. 188

Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia

Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan

Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI

berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi Pemilu pertama tersebut tidak

dilanjutkan dengan Pemilu kedua. Meski pada 1958 Presiden Soekarno sudah

melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Lembaga Pemilihan Umum Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden

Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai

badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah

Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan,

Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan

Perhubungan. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia

pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan

kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ

Habibie). KPU periode 1999-2001 Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi
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PemilihanUmum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto

pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16

Tahun 1999.

Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan

struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999. Keanggotaan

KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (partai

politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU

sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU ini

mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerinahan yang demokratis.

Sebab kepemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997

era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Sehingga

Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan

masyarakat termasuk dunia internasional. Anggota-anggota KPU terdiri dari

anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000

maka anggota KPU wajib non-partisan (Kompas.Com).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang merupakan lembaga yang

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah.

KPU Kota Padang didirikan pada tahun 2003, sebagai bagian dari reformasi

sistem pemilu yang dilakukan di Indonesia setelah era reformasi 1998. Sebelum

adanya KPU, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang

tidak memiliki mandat khusus, yang sering kali menimbulkan berbagai masalah,

seperti ketidaktransparanan, manipulasi suara, dan kurangnya akuntabilitas.

(KPU Kota Padang. (n.d.). Sejarah KPU. Diakses dari kota-padang.kpu.go.id)

Pembentukan KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum, yangmenegaskan bahwaKPU adalah

lembaga independen yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu secara

langsung, umum, bebas, dan rahasia. KPU Kota Padang dibentuk untuk

memastikan bahwa proses pemilihan di daerah ini berjalan dengan baik, adil,

dan transparan. KPU Kota Padang memiliki tanggung jawab untuk

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi semua tahapan pemilu, mulai
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dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.)

Sejak berdirinya, KPU Kota Padang telah melaksanakan berbagai

pemilihan, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan

kepala daerah. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, KPU Kota Padang

berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik melalui sosialisasi

maupun pendidikan pemilih. KPU juga berkomitmen untuk menggunakan

teknologi informasi dalam proses pemilu, seperti sistem informasi pemilu dan

penghitungan suara secara elektronik, untuk meningkatkan efisiensi dan

transparansi (https://www.kpu.go.id/)

KPU Kota Padang juga menghadapi berbagai tantangan, seperti

meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mengatasi masalah logistik, dan

memastikan keamanan selama proses pemilu. Dalam menghadapi tantangan ini,

KPU Kota Padang melakukan berbagai inovasi, seperti mengadakan program

pendidikan pemilih yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk

sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. KPU juga aktif dalam

melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu,

guna memastikan bahwa setiap pemilu yang dilaksanakan semakin baik dari

waktu ke waktu. (Rachman, A:2020: 123-135

KPU Kota Padang juga menghadapi berbagai tantangan, seperti

meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mengatasi masalah logistik, dan

memastikan keamanan selama proses pemilu. Dalam menghadapi tantangan ini,

KPU Kota Padang melakukan berbagai inovasi, seperti mengadakan program

pendidikan pemilih yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk

sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. KPU juga aktif dalam

melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu,

guna memastikan bahwa setiap pemilu yang dilaksanakan semakin baik dari

waktu ke waktu (Sari, D:2021: 45-60).

https://www.kpu.go.id/
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3.2 Profil Anggota KPU Kota Padang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang adalah lembaga independen

yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah

Kota Padang. KPU Kota Padang terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki latar

belakang dan kompetensi yang beragam. Anggota KPU Kota Padang dipilih

melalui proses seleksi yang ketat dan memiliki masa jabatan tertentu.

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum, komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU

adalah “lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri dalam melaksanakan pemilu”. Komisi pemilihan umum Kota Padang

adalah instansi pemerintahan yang bersifat vertikal yang mempunyai hubungan

hirarkis dengan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum

republik Indonesia.

Keanggotaan KPU Kota Padang periode 2025-2026 terdiri dari seorang

Ketua yang dijabat oleh Dori Putra dan 4 (empat) orang anggota (Koordinator

Komisioner). Komisioner yang ada di KPU Kota Padang adalah:

Tabel 3.1

DORRI PUTRA (KETUA)

JEFRI HARIYANTO(ANGGOTA)

ARIANTO (ANGGOTA) ARSET KUSNADI(ANGGOTA)
RANDY ADI TAMA(ANGGOTA)

Sumber: https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/komisioner

https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/komisioner
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1. Komisioner divisi perencanaan data dan informasi yang dijabat oleh

arianto.

2. Komisioner divisi penyelenggaraan dijabat arset kusnadi.

3. Komisioner hukum dan pengawasan dijabat jefri hariyanto.

4. Komisioner sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan

sumber daya alam dijabat randy adi tama.

Dan juga bagian sekretariatan diantaranya adalah:

Tabel 3.2

No Nama Jabatan

1 AGUSTIAN, S.Kom. Sekretaris

2 Winda Nopita, S.E., M.Si, Ak. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

DATA DAN INFORMASI

3 YUNES PRAWIRA DARMA, S.H.,

M.H.

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN PEMILU DAN

HUKUM

4 RIKA YANITA SUSANTI, S.IP.,

M.Si.

KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI,

HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN

SUMBER DAYA MANUSIA

5 INDRA JAYA, S.IP., M.I.Pol. KEPALA SUBBAGIANKEUANGAN, UMUM

DAN LOGISTIK

6 IRA NOVITA, S.E., M.Si. PENATA KELOLA

PEMILIHAN UMUM

AHLI MUDA

7 REKHA AZURA, S.AP. PELAKSANA

8 AULIA WAHYU UTAMI, S.IP. PELAKSANA

9 NIA OKTAVIA, S.E. PELAKSANA

10 DARMA RIYANTO, S.Kom. PELAKSANA

11 RHOMA ANDIKA, S.Kom, M.IP. PELAKSANA

12 TAUFIK IRIANI, A.Md. PELAKSANA

13 IRWAN YONDI, S.H. PELAKSANA
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14 SANDHIE NURSYAFRIE BERRY,

S.H.

PELAKSANA

15 RATNA MARDIYANTI PELAKSANA

16 FARRIED CHANDRA PELAKSANA

17 YELIANA PELAKSANA

18 RIKKY HENDRA PUTRA PELAKSANA

19 DEFIT WAHYUDI, S.Kom. PPPK

20 SANDRAWULANDARI, S.Kom. PPPK

21 DEDI ISLAMI, S.Kom. PPPK

22 SUKRI PRAMUBAKTI

23 MILNA SEPTIKA SARI PRAMUBAKTI

24 RIKO KHAIRUL PUTRA JAGAT SAKSANA

25 ANDICKA SUPRIANDA JAGAT SAKSANA

26 DINDRI JAFRELI JAGAT SAKSANA

27 VIVIKA SARI, S.Ds. TENAGA ADMINISTRASI

28 RAMAWAHYUNDA, A.Md. TENAGA ADMINISTRASI

29 RICHARD FEBRIN, S.Ds. TENAGA ADMINISTRASI

30 HARIANGGA KRIZTIANTO PENGEMUDI

Sumber: https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/sekretariat

https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/sekretariat
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3.3Letak Geografis KPU Kota Padang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terletak di kawasan strategis

di pusat kota, tepatnya di Jl. Raya Ganting No. 27, RT 003/RW 009, Kelurahan

Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi

Sumatera Barat. Lokasinya yang berada di tengah kota memudahkan akses

masyarakat dari berbagai penjuru Kota Padang, baik menggunakan kendaraan

pribadi maupun transportasi umum. Secara geografis, kantor KPU ini berada di

wilayah dataran rendah Kota Padang, yang berbatasan dengan kawasan

administratif lainnya seperti Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Lubuk

Begalung.

Wilayah sekitarnya merupakan kawasan permukiman padat penduduk

serta dekat dengan pusat pemerintahan kota dan fasilitas umum lainnya, seperti

kantor kecamatan, sekolah, dan rumah sakit. Letak ini mendukung fungsi KPU

sebagai penyelenggara pemilu yang harus senantiasa menjangkau masyarakat

luas dengan mudah, baik untuk pelayanan informasi, pengurusan administrasi

pemilu, maupun kegiatan partisipatif lainnya.

Gambar 3.1

Sumber : https://kota-padang.kpu.go.id/

https://kota-padang.kpu.go.id/
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3.4Visi dan Misi Kpu Kota Padang

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan

Umum yangmemiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel,

demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

Pemilihan Umum.

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD,

DPRD, Presiden danWakil Presiden, serta Kepala Daerah danWakil Kepala

Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel,

edukatif, dan beradab.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,

efisien, dan efektif.​
d. Melayani danmemperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil

dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.​
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis.​
3.5 Tugas danWewenang KPU Kota Padang

Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Padang telah dijelaskan dalam

Undang-Undang No.7 tahun 2017 sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU

kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tahapan pemilu setelah

terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah
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d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

pemilu

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kota Padang

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilih dan

atau/atau pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan

menetapkan sebagai daftar pemilih

g. Menetapkan danmengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat

nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi

untuk pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap

KPU Provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

h. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta

wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu

i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu

j. Menyosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan kewenangan KPU kepada masyarakat.

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

pemilu

l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

m.Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS,

KPPS, PPLN dan KPPSLN.

n. Penetapan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu

o. Menetapkan peserta pemilu

p. Menetapkan danmengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat

nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk

pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil

rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
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q. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan

mengumumkan.

r. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendiskusian

perlengkapan

s. Membentuk KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN t.

Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/Kota, PPLN, anggota KPPSLN, dan

sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung

putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.

u. Menetapkan kantor akuntan publik yang mengaudit dana kampanye pemilu

dengan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu

v. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undang.
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3.6Data Angka Partisipasi Masyarakat pada pemilihan DPD Sumatera

Barat di Kota Padang Tahun 2024

Gambar 3.2
Data partisipasi pemilih DPD Sumatera Barat di Kota Padang pada tanggal 14

Februari 2024 :
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Pada tanggal 14 Februari 2024, pemilihan calon anggota DPD Sumatera

Barat di tingkat Kota Padang tercatat sangat tinggi, yang mencerminkan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih

sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menentukan arah

pembangunan bangsa, khususnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat yang

akan duduk di lembaga legislatif. Dukungan penyelenggaraan yang profesional

ini turut mendorong antusiasmemasyarakat untuk hadir di Tempat Pemungutan

Suara (TPS). Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat sebanyak

491.673 pemilih yang berhak memberikan suara, dan tingginya angka kehadiran

pada hari pemilihan menjadi indikator keberhasilan kolaboratif antara

penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang

partisipatif dan demokratis.

https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/


44

Gambar 3.3
Data partisipasi pemilih DPD Sumatera Barat di Kota Padang pada tanggal 13

Juli 2024 :
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Pada tanggal 13 Juli 2024, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemungutan

Suara Ulang (PSU) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera

Barat di Kota Padangmengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan

dengan partisipasi pada tanggal 14 Februari 2024, di mana masyarakat

menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya.

Penurunan ini terlihat jelas berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar di

atas, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 207,555 pemilih yang

berpartisipasi, jauh menurun di bawah angka partisipasi sebelumnya. Fenomena

ini mencerminkan adanya penurunan kesadaran atau minat masyarakat

terhadap pentingnya PSU, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

kurangnya informasi, atau kekecewaan terhadap proses pemilu yang dianggap

tidak efektif. Hal inimenandai tantangan serius bagi penyelenggara pemilu dalam

membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan kembali partisipasi

masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan ulang

yang cenderung dianggap kurang mendesak atau kurang relevan oleh sebagian

pemilih.

https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/
https://kota-padang.kpu.go.id/

